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ABSTRAK

PENGALIHAN TANAH ASET DESA ARAMENGI KECAMATAN
OMESURI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
DESA DISUSUN OLEH GAMALIEL A.Y. AURATU : 2020110743.

Pengelolaan aset desa, khususnya tanah, merupakan salah satu aspek penting dalam
mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengalihan tanah aset Desa Aramengi,
Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, serta mengevaluasi kesesuaiannya
dengan ketentuan dalam Pengalihan Tanah Aset Desa Aramengi Kecamatan
Omesuri Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Pasal 76 yang
mengatur tentang prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas,
penilaian, dan administrasi dalam pengelolaan aset desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam dengan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
tokoh adat, dan masyarakat; observasi lapangan; serta studi dokumentasi terhadap
dokumen resmi dan bukti historis penguasaan tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanah seluas 1.056 meter persegi
yang awalnya merupakan aset desa untuk fasilitas umum telah dilakukan secara
sepihak oleh kepala desa sebelumnya tanpa musyawarah desa, tanpa persetujuan
BPD, dan tanpa prosedur administrasi yang sah. Tanah tersebut kemudian
disertifikatkan atas nama pribadi anak dari kepala desa lama, sehingga secara
hukum dan sosial menimbulkan konflik kepemilikan, hilangnya ruang publik, dan
melemahkan tata kelola desa. Pemerintah desa saat ini telah melakukan langkah
korektif dengan membentuk Tim Pencari Fakta, melakukan inventarisasi ulang aset
desa, serta melakukan mediasi dan konsultasi hukum dengan pihak terkait. Namun,
penyelesaian hukum secara tegas masih diperlukan untuk memastikan pemulihan
hak desa dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik
(good governance).

Kata Kunci: Pengalihan tanah, aset desa.
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ABSTRACT

TRANSFER OF LAND ASSETS IN ARAMENGI VILLAGE, OMESURI
DISTRICT, LEMBATA REGENCY, REVIEWED FROM THE LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3 OF 2024 CONCERNING
VILLAGES. COMPILED BY GAMALIEL A.Y. AURATU, : 2020110743.

The management of village assets, particularly land, is a critical aspect in supporting
sustainable development and community empowerment at the village level. This
research aims to analyze the mechanism of land asset transfer in Aramengi Village,
Omesuri Subdistrict, Lembata Regency, and to evaluate its compliance with the
provisions of Indonesian Law Number 3 of 2024 concerning Villages. The focus is
primarily on Articles 19 to 24 of the Law, which regulate transparency, community
participation, accountability, valuation, and administrative procedures in village
asset management.

This study adopts an empirical legal research method with a socio-juridical
approach. Data were collected through in-depth interviews with village officials,
the Village Consultative Body (BPD), traditional leaders, and community members;
direct field observation; and analysis of both formal documentation and historical
evidence. The results indicate that the transfer of a 1,056-square-meter plot of land
initially designated as a public facility was carried out unilaterally by a former
village head without any village deliberation, BPD approval, or lawful
administrative process.

The land was later registered and certified under the name of the former village
head’s son, causing legal and social conflicts, the loss of public space, and erosion
of trust in village governance. The current village administration has taken
corrective measures by forming a Fact-Finding Team, conducting a comprehensive
inventory of village assets, and initiating mediation and legal consultation with
relevant stakeholders. However, a firm legal resolution remains necessary to restore
the village’s rights and uphold the principles of good governance as mandated by
the law.

Keywords: Land transfer, village assets.
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